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ABSTRAK 

Kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan di 

Kabupaten Pidie dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kepastian 

hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah, dimana sebagian besar 

masyarakat pemegang hak kepemilikan tanah di Kabupaten Pidie belum memiliki 

kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanah. Partisipasi masyarakat sangat 

rendah karena mungkin dibeberapa masyarakat belum begitu mengerti manfaat dari 

sertifikat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan 

pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada kantor 

spertanahan Kabupaten Pidie serta hambatannya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie belum 

berjalan cukup efektif meskipun telah menggunakan berbagai sarana. Pemerintah 

dalam mengelola sumber daya manusia dan teknologi yang mendukung efektifitas 

sertifikasi tanah. Petugas kantor pertanahan menunjukkan komitmen, kepatuhan 

etika, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Struktur birokrasi yang jelas 

dan sikap kooperatif pelaksanaan menunjukkan kinerja yang baik dalam 

mendukung implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi penghambat dalam 

kebijakan ini adalah ketidakmampuan finansial dan kurangnya sistem informasi dan 

komunikasi yang mempengaruhi biaya dan efisiensi pengeluaran. Rekomendasi 

peneliti pada penelitian ini adalah agar pemerintah Kabupaten Pidie dapat 

mengoptimalkan efisiensi proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan 

dan berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 38 provinsi yang tersebar di 

lima pulau yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap wilayah 

mempunyai ciri dan wilayah geografis dan RAS (Rasial, Agama dan Suku) yang 

berbeda-beda. Secara umum Indonesia menawarkan keindahan dan 

keanekaragaman tanah.  

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi 

masyarakat indonesia. Sebagai negara agraris, masyarakat penduduk indonesia 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang 

membutuhkan lahan sabagai modal utama. Namun, ketimpangan dalam 

kepemilikan dan pengelolaan tanah sering kali menajdi sumber konflik dan 

ketidakadilan sosial. 

Kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan 

dapat berfokus pada urgensi peningkatan keadilan agraria dan pembangunan 

berkelanjutan. Pemerintah melalui kebijakan ini ingin menanggulangi konflik 

lahan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta mendorong 

partisipasi mereka dalam ekonomi lokal. Selain itu, kepemilikan hak atas tanah 

dapat menjadi faktor penting dalam akses pelayanan keuangan dan pembangunan 

infrastruktur, yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengurangi disparitas sosial-ekonomi. 
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Pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perluasan industri seringkali 

berdampak negatif pada lanskap budaya. Hak-hak masyarakat diabaikan dan timbul 

konflik antara masyarakat dengan pihak lain yang ingin mengakses atau menguasai 

tanah tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk 

Indonesia selalu melibatkan dan memerlukan keterkaitan dengan tanah.  

Dengan diberlakukannya pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasasr Pokok-Pokok Agraria Yang disahkan tanggal 24 

September 1960, menyebutkan sebagai berikut: 

Dualisme hukum pertanahan tersebut akhirnya berakhir. Artinya, terdapat satu 

sistem hukum yang berlaku. Perubahan ini menciptakan landasan hukum tunggal 

yang menggantikan kerangka hukum ganda yang sebelumnya ada, menegaskan 

keseragaman dan konsistensi dalam penanganan masalah-masalah hukum 

pertanahan di Indonesia.1 

 

Secara umum, peruntukan tanah seperti pada pasal 33 Ayat (3) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Seseorang yang mendapatkan hak atas 

tanah jelasnya memiliki hak yang melekat serta statusnya telah dijamin oleh negara. 

Tanah menjadi hak dasar warga negara Indonesia diatur serta dijamin kepastian 

hukumnya pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kebutuhan tanah, yang tertera dalam konteks kehidupan manusia, terus 

mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan 

pembangunan. Pertumbuhan populasi yang terus bertambah menyebabkan 

peningkatan signifikan dalam kebutuhan akan lahan, yang semakin menekankan 

                                                
1 Undang-undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
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pentingnya tanah dalam struktur kehidupan. Hal ini mengakibatkan fungsi dan 

peran pertanahan menjadi sangat krusial, terutama dalam ditetapkannya dasar-dasar 

yang memberikan kepastian hukum.2 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan langkah penting Pemerintah 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi 

seluruh rakyat. Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, memiliki tanggung jawab sebagai instansi 

pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Tugas utamanya adalah 

mendukung administrasi pertanahan dan hukum pertanahan di Indonesia.3 

Salah satu provinsi yang memiliki banyak tanah adalah Provinsi Aceh 

dengan luas wilayah 57.956 km2. Wilayah tersebut terbagi menjadi 23 Kabupaten 

dan Kota, yang terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 Kota.4 Tanah di Provinsi Aceh 

merujuk pada wilayah yang diakui dan diatur oleh tradisi dan istiadat masyarakat 

Aceh. Konsep tanah ini mencakup aspek-aspek seperti kepemilikan tanah, tata 

ruang, dan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan norma-norma yang 

diwariskan secara turun temurun.  

Kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan sebagai bagian 

dari upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait 

kepemilikan tanah hak milik perorangan. Proses sertifikasi ini dapat melibatkan 

                                                
2 D I Desa et Al., “Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir PadaProgram Diploma IV 

pertanahan.” 
3 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
4 https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/162154778/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-

aceh?page=all. 04/03/2024 

https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/162154778/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-aceh?page=all
https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/162154778/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-aceh?page=all
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beberapa langkah, termasuk pengukuran tanah, pembuktian klaim kepemilikan, dan 

penerbitan sertifikat hak tanah.  

Pemerintah Provinsi Aceh, sering kali bekerja sama dengan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga terkait lainnya. Kebijakan ini bertujuan 

untuk memberikan hak milik yang jelas pada individu atau keluarga atas tanah yang 

mereka kelola dan tempati. Implementasi kebijakan ini dapat berubah seiring waktu 

dan telah mengalami perkembangan. 

Pemerintah harus berinisiatif untuk mencapai kepastian hukum dalam 

bidang agraria, khususnya terkait ketatanegaraan hukum kepemilikan tanah. 

Pentingnya kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah harus ditingkatkan. 

Sayangnya, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami 

urgensi ini. Banyak tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat karena berbagai 

faktor tak terhindarkan. Tanah tersebut seringkali menjadi problem yang terjadi dari 

turun-temurun, seperti tanah tambak, tanah yang baru ditempati, atau tanah kosong 

yang tidak digunakan. Permasalahan muncul ketika tanah tersebut berada di luar 

tempat tinggal pemiliknya, terutama di Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie 

merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang menghadapi masalah lahan.  

Kultur masyarakat di Kabupaten Pidie, seperti budaya di berbagai wilayah 

Indonesia berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi 

berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemilikan dan penggunaan tanah. 

Kabupaten Pidie yang terletak di Aceh dikenal masyarakatnya yang memiliki nilai-

nilai adat dan tradisi yang kuat, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya 

masyarakat pidie yang khas dengan norma-norma sosial dan kepercayaan yang 
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mendalam membentuk cara pandang dan berinteraksi mereka terhadap tanah dan 

sumber daya alam. 

Tanah di Kabupaten Pidie tidak hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi 

juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Bagi masyarakat Pidie, tanah 

adalah simbol status sosial dan identitas keluarga serta memiliki makna spiritual 

yang terkait dengan warisan leluhur. Oleh karena itu, proses sertifikasi tanah 

menjadi hak milik perorangan sering kali tidak hanya merupakan masalah 

administratif atau hukun tetapi juga melibatkan aspek-aspek budaya dan sosial 

kompleks. 

BPN memiliki alokasi penerbitan sertifikat melalui program PTSL sejumlah 

8270 bidang dengan realisasi sejumlah 2225 berkas yang sedang dalam proses dan 

akan dikawal agar kelancaran kegiatan dapat terpenuhi secara maksimal demi 

terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah di masyarakat. Termasuk sertifikasi 

aset Pemkab sejumlah 30 sertifikat pada tahun 2022, yang akan sangat membantu 

Pemkab Pidie dalam tertib aset Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemkab Pidie. 

Dalam kegiatan tersebut juga berlangsung penyerahan 80 sertifikat 

diantaranya 15 Sertifikat Wakaf, 21 Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah, dan 

44 Sertifikat Hak Milik melalui kegiatan PTSL 2022 untuk Desa Murong Lhok 

Kecamatan Sakti Sejumlah 44 Sertifikat. Sertifikat tanah masyarakat diserahkan 

langsung oleh Kakanwil BPN Provinsi Aceh dan didampingi oleh Bupati Pidie.5 

                                                
5 “Pemkab Pidie Dan Kantor Pertanahan Pidie Gelar Sosialisasi PSTL,” Serambinews, 2022, 

https://ppid.pidiekab.go.id/news/post/pemkab-pidie-dan-kantor-pertanahan-pidie-gelar-sosialisasi-

pstl. 25/04/2024 

https://ppid.pidiekab.go.id/news/post/pemkab-pidie-dan-kantor-pertanahan-pidie-gelar-sosialisasi-pstl
https://ppid.pidiekab.go.id/news/post/pemkab-pidie-dan-kantor-pertanahan-pidie-gelar-sosialisasi-pstl
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Pada tahun 2023, kantor pertanahan Kabupaten Pidie telah menerbitkan 

2.049 sertifikat tanah di 248 gampong yang tersebar di 23 Kecamatan. Selain 

sertifikat tanah kantor Kabupaten Pidie juga menerbitkan sertifikat tanah melalui 

Program Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL) dan untuk tanah-tanah individuak 

lainnya. Program PTSL bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di 

seluruh wilayah Pidie, termasuk tanah milik pribadi dan tanah-tanah lainnya yang 

belum bersertifikat.6 

Dengan melihat fenomena yang terjadi, dimana masyarakat pemegang hak 

kepemilikan tanah di Kabupaten Pidie masih kurang menyadari pentingnya 

mendaftarkan tanah mereka. Kesadaran masyarakat Pidie terhadap pengurusan 

tanah hak milik perorangan tentunya perlu diperhatikan terutama bagi individu 

yang memiliki tanah serta berkepentingan dalam pengelolaan tanah. Masyarakat 

pidie seringkali enggan mengurus sertifikasi tanah karena beberapa alasan budaya. 

Tradisi dan adat istiadat yang kuat membuat mereka lebih percaya pada sistem 

pengaturan tanah daripada sertifikasi resmi.  

Kepemilikan tanah secara kolektif atau komunal juga membuat mereka ragu 

untuk mengubahnya menjadi hak milik perorangan. Ketidakpercayaan terhadap 

birokrasi dan kekhawatiran terhadap prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi 

turut mempengaruhinya. Selain itu, kurangnya informasi dan pemahaman tentang 

manfaat sertifikasi tanah serta keterikatan emosional terhadap tanah yang 

diwariskan secara turun-temurun membuat masyarakat memilih untuk tidak 

mengurus sertifikat. Kurangnya antusias masyarakat dikarenakan di beberapa 

                                                
6 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pidie pada tanggal 08 Agustus 2024 
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masyarakat belum begitu mengerti manfaat sertifikat tanah seperti apa. Sertifikat 

tanah itu bisa memberikan nilai-nilai yang lebih sehingga kesejahteraan meningkat 

melalui penataan akses pada Badan Pertanahan Nasional,7 menjadi jelas bahwa 

langkah-langkah solutif perlu diidentifikasi. Pada konteks ini, pendaftaran sertifikat 

hak milik atas tanah menjadi krusial sebagai surat bukti kepemilikan yang dapat 

memberikan kepastian hukum. 

Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah 

meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah pada 

Badan Pertanahan Nasional. Sosialisasi dan edukasi yang intensif perlu dilakukan 

oleh pemerintah setempat. Selain itu, langkah-langkah administratif yang 

memudahkan proses pendaftaran perlu diimplementasikan, termasuk prosedur 

penyederhanaan dan pengurangan biaya terkait. Dalam konteks ini, kolaborasi 

antara Kantor Pertanahan Pidie, dan masyarakat menjadi kunci setempat untuk 

mencapai solusi yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi proses 

pendaftaran tanah, dan menemukan solusi hukum yang tepat dalam menangani 

permasalahan kepemilikan tanah di Kabupaten Pidie. 

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM 

SERTIFIKASI TANAH MENJADI HAK MILIK PERORANGAN PADA 

KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN PIDIE”. 

                                                
7 Informatika dan Persandian Kabup Dinas Komunikasi, “Pemkab Pidie Dan Kantor Pertanahan 

Pidie Gelar Sosialisasi PSTL,” Serambinews, 2022. 27/03/2024 
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1.2. Identifikasi Masalah 

1. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah 

menjadi hak milik perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie. 

2. Kurang efektifnya pengurusan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah 

menjadi hak milik perorangan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi 

hak milik perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie? 

2. Apa faktor hambatan yang mempengaruhi pengurusan sertifikat tanah hak milik 

Perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah 

menjadi hak milik perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie. 

2. Untuk Menganalisis hambatan dalam pengurusan kebijakan pemerintah dalam 

sertifikat tanah hak milik Perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti, dan menambah 

penelitian/kajian yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

kajian ilmu administrasi publik, terutama dalam sertifikasi tanah menjadi hak 

milik perorangan.  
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie mengenai kebijakan sertifikasi tanah 

menjadi hak milik perorangan.  

3. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.6 Penjelasan Istilah  

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan 

kelompok sektor swasta,serta individu. 

2. Sertifikasi adalah suatu bentuk pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga 

atau organisasi kepada individu atau entitas setelah berhasil melewati 

serangkaian pengujian yang mengukur pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan dalam suatu bidang tertentu. 

3. Hak milik perorangan adalah hak yang dimiliki secara turun-temurun, terkuat 

dan keabsahan penuh kepada individu atas kepemilikan tanah.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

                                                
8 Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan 

sertifikat tanah Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono, Dwi Wulan Titik Andari Sekolah Tinggi 

Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, YogyakartaKoresponden e-mail: 

dwiwulan.ta@stpn.ac.id 
9 Pendaftaran Tanah, Sebagai Langkah…, and Rahmat Ramadhani, “SOSEK: Jurnal Sosial Dan 

Ekonomi Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak 

Atas Tanah,” n.d., http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek. 

No Penulis Tahun Metode Hasil Penelitian 

 1 Lisnadia Nur 

Avivah, 

Sutaryono, 

Dwi Wulan 

Titik Andara 

2022 Pendekatan 

yuridis normative 

Untuk meningkatkan minat masyarakat 

dalam mendaftarkan tanah miliknya 

yaitu dengan sosialiasi tentang manfaat 

pentingnya pendaftaran tanah yang 

diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun Lembaga non pemerintah.8 

 2 Rahmat 

Ramadhani  

2021 Studi 

kepustakaan/ 

studi dokumen  

Tidak seimbangnya antara persediaan 

tanah dengan kebutuhan akan tanah 

otomatis akan menimbulkan 

permasalahan pertanahan sebagaimana 

di kemukakan di atas. Tidak jarang di 

atas tanah yang dimiliki atau dikuasai 

masih memunculkan orang bersengketa, 

baik antara pemilik dan bahkan yang 

bukan pemilik yang menginginkan 

tanah tersebut, maupun dengan pihak 

lain yang pernah merasakan bahwa 

tanah itu pernah menjadi miliknya, atau 

bahkan dengan pemerintah.9 

 3 Moh. Indra 

Bangsawan  

2019 Kualitatif 

Non doktrinal  

Proses pencapaian sasaran bidang 

tanah dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal kantor pertanahan yang 

perlu segera dibenahi, antara lain faktor 

SDM dan keterbatasan fasilitas serta 

respon masyarakat secara umum. 

Implikasi dari hadirnya PTSL dapat 

memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum hak atas tanah 

masyarakat secara adil dan merata 

dengan turut serta mendorong 

pertumbuhan perekonomian negara 
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10 “Bangsawan, Moh. Indra and , Prof. Dr. Absori, S.H, M.Hum Kebijakan Sertifikasi Tanah Dan 

Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.” (2019). 
11 Rey Delvi Wahyuni, “Pelayanan Penerbitan Sertipikat Tanah Milik Perorangan Pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil,” 2022. 
12 Yulies Tiena Masriani, “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah 

Sebagai Bukti Hak” 7, no. 1 (2022): 36–56, https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331. 

pada umumnya dan perekonomian 

rakyat pada khususnya.10 

 4 Rey Delvi 

Wahyuni  

2022 Kualitatif 

deskriptif 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelayanan penerbitan sertipikat tanah 

hak milik Perorangan pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil 

sudah sesuai dengan standar pelayanan 

yang mengacu pada Peraturan Kepala 

Kantor Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 

Tentang Standar Pelayanan dan 

Pengaturan Pertanahan. Namun masih 

terdapat beberapa hambatan dan kendala 

yang berasal dari eksternal dan internal 

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh 

Singkil, seperti kurangnya jumlah 

petugas ukur, kurangnya kerjasama serta 

minat masyarakat dalam pemenuhan 

persyaratan penerbitan sertipikat.11 

 5 Yulies Tiena 

Masriani  

2022 
 

 
 

 

 
 

 
 

Yuridis Normatif Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

pensertifikatan tanah dan membalik   

nama tanahnya atas nama pemilik   

sertifikat adalah hal yang penting   

dilakukan masyarakat agar terhindar dari 

permasalahan hukum atau 

meminimalisir resiko di kemudian hari. 

Diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, 

maka kepada pemiliknya diberikan 

kepastian hukum dan perlindungan 

hukum untuk mencegah adanya sengketa 

gugatan hukum yang terjadi dikemudian 

hari akibat dari adanya pihak yang 

merasa dirugikan karena terbitnya suatu 

sertifikat tanah.12 

 6.  Glorya 

Tesalonika 

Timpua 

2022 Normatif Hak milik atas tanah bagi warga Negara 

Indonesia, diatur dalam UU Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar   

Pokok-Pokok Agraria, hanya warga-

negara Indonesia dapat mempunyai hak 

milik. Hak milik adalah   hak   turun-
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13 G T Timpua, “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” Lex 

Crimen 11, no. 3 (2022): 1–13, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40823%0Ahttps://ejournal.unsrat.

ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/40823/36525. 
14 Christiana Sri Murni and Sumirahayu Sulaiman, “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan 

Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah,” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2022): 183–98. 
15 Nanda Elsa Safirah, “Peran BPN Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran 

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Gampong Deah Raya Kecamatam Syiah Kuala,” 2022, 

www.aging-us.com. 

menurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah, dapat 

beralih dan dialihkan kepada pihaklain 

Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah 

bagi warga Negara Indonesia, untuk 

kepentingan pemegang hak yang 

bersangkutan sesuai dengan data fisik 

dan data yuridis yang telah didaftar   

dalam   buku   tanah.13 

7 Christiana 

Sri Murni, 

Sumirahayu 

Sulaiman 

2022 Kualitatif Sertifikat merupakan tanda bukti hak 

yang bersifat mutlak apabila memenuhi 

unsur-unsur secara kumulatif, yaitu 

sertifikat diterbitkan secara sah atas 

nama orang atau badan hukum, tanah 

diperoleh dengan etikad baik, tanah 

dikuasai secara nyata dan dalam waktu 5 

tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu 

tidak ada yang mengajukan keberatan 

secara tertulis kepada pemegang 

sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten atau Kota setempat ataupun 

tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan 

mengenai penguasaan tanah atas 

penerbitan sertifikat.14 

8 Nanda Elsa 

Safirah 

2022 Yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyelengaraan pendaftaran sertifikat 

hak milik atas tanah terbagi atas 

pendaftaran tanah secara sporadik dan 

sistematis, adapun faktor yang 

menyebabkan penyelenggaraan 

pendaftaran sertfikat hak milik atas 

tanah belum berjalan dengan baik 

karena adanya beberapa faktor 

penghambat yang timbul didalam 

masyarakat itu sendiri.15 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

2.2. Landasan Teori 

 2.2.1  Teori Kebijakan Publik  

      Teori kebijakan publik menurut Anderson adalah "A purposive course of action 

followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of 

concern." Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian 

kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

                                                
16 SITI CHOIRIYAH, Pendaftaran Hak Milik Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah, 2023. 
17 Nurmiati Nurmiati, Sufirman Rahman, and Ahyuni Yunus, “Efektivitas Proses Pendaftaran 

Tanah Hak Milik,” Kalabbirang Law Journal 2, no. 2 (2020): 101–12, 

https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang123. 

9 Siti Choiriyah 2023 Deskriptif 

Kualitatif   

pelaksanaan pendaftaran hak milik tanah 

baik pertama kali atau peralihan hak atas 

perbuatan hukum di Desa Kampung 

Baru belum terlaksana secara massif hal 

ini disebabkan oleh rendahnya 

pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya mendaftarkan tanah serta 

kurang gencarnya pemerintahan dalam 

memberikan penyuluhan dan sosialisasi 

hukum.16 

10 Nurmiati, 

Sufirman 

Rahman, 

Ahyuni Yunus 

2020 Hukum Empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan peraturan pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 belum sepenuhnya 

efektif akibat dari pengaruh substansi 

hukum, struktur hukum, budaya hukum, 

kesadaran hukum masyarakat dan 

sarana/prasarana.  Untuk itu diperlukan 

adanya penyuluhan substansi hukum 

guna meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat tentang pendaftaran tanah, 

pembentukan budaya hukum, serta 

pembenahan secara prioritas 

sarana/prasarana sesuai dengan 

kemampuan anggaran yang tersedia pada 

Kantor Pertanahan Kota Makassar.17 
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seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau 

sesuatu hal yang diperhatikan. 

      Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan 

anjuran kebijakan. kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap 

perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. 

Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan 

konsekuensi kebijakan publik dalam analisis kebijakan terdapat analisis 

pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu. Adapun anjuran 

kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh 

pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau 

aktivitas politik.18 

Implementasi kebijakan publik menurut Edward III sebagai berikut:  

1. Komunikasi  

Communication (Komunikasi): Teori komunikasi dalam kebijakan publik 

menyoroti bagaimana informasi disampaikan dan diterima selama proses 

pembuatan kebijakan. Ini mencakup komunikasi antara pembuat kebijakan, 

pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Teori ini menekankan 

pentingnya komunikasi yang efektif dalam membentuk opini publik, 

mempengaruhi kebijakan, dan memfasilitasi implementasi yang sukses. 

            Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan 

variabel komunikasi yaitu:  

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran 

komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication).  

                                                
18 Sahya Anggara, “Kebijakan Publik (Bandung : CV Pustaka Setia.,” 2014, 24. 
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b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-

level bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak 

ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu mengahalangi 

impelementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan 

fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain 

hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan.  

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi 

haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika 

perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

2. Sumber daya 

Teori sumber daya menyoroti peran aset material dan non-material dalam 

pembuatan kebijakan publik. Ini mencakup segala hal mulai dari keuangan dan 

personil hingga pengetahuan dan dukungan politik. Teori ini menekankan 

pentingnya alokasi sumber daya yang efisien dan strategis untuk mencapai 

tujuan kebijakan. 

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan dalah staf. 

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, 

ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan 

implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf 

dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan 

kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan 

tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai 

data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi 

pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui 
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apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut 

patuh terhadap hukum. 

c. Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau 

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para 

implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat 

menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks 

yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi 

kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, 

efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para 

pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan 

kelompoknya. 

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang 

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang 

untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung 

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan 

berhasil. 

3. Disposisi (Disposition) Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari 

pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi 

kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang 

harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen 

yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam 

program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari 

pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam 

melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

      Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam 

implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik 

maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 
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diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak 

mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. 

Sedangkan Faktor-faktor yang turut juga untuk memberhasilkan 

implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 

1) Pengangkatan pelaksana, Disposisi atau sikap pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang 

diinginkan oleh pejabat-pejabat. Karena itu pengangkatan dan pemilihan 

personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki 

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada 

kepentingan warga masyarakat. 

2) Insentif, merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 

masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. 

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, 

maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan 

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor 

pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan 

baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi 

atau organisasi. 

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi): Teori struktur birokrasi 

membahas peran dan pengaruh lembaga pemerintah dalam pembuatan 

kebijakan. Ini melibatkan analisis struktur organisasi, prosedur, dan budaya 

birokrasi yang memengaruhi proses kebijakan. Teori ini menyoroti 

bagaimana faktor-faktor internal birokrasi dapat memengaruhi pembuatan 

dan implementasi kebijakan.19 

 

 

                                                
19 George C. 1980. Edward III, “Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional 

Quarterly Press.,” n.d. 
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Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu : 

1. kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai 

tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 

2. Suatu kebijkan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai 

kebijakan lainnya dalam masyarakat. 

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan 

apa yang diinginkan oleh pemerintah. 

4. Kebijakan dapat bersifat positif dan negative. 

5. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan 

masyarakar untuk memenuhinya.20 

      Memahami sebuah kebijakan juga tidak terlepas dari adanya unsur kebijakan. 

Unsur kebijakan dapat dilihat dari dua prospektif yaitu proses kebijakan dan 

struktur kebijakan. Dari proses kebijakan terdapat tahapan yaitu formulasi, 

implementasi dan evaluasi kebijakan. Sedangkan dari segi struktur kebijakan dibagi 

atas lima yaitu tujuan kebijakan, masalah, tuntutan, dampak dan outcome, serta 

sarana dan kebijakan. 

a. Tujuan kebijakan, dipahami bahwa untuk suatu kebijakan dibuat karena ada 

tujuan yang ingin dicapai. Tanpa tujuan kebijakan tidak ada. Tujuan 

kebijakan yang dimaksud yaitu suatu kebijakan yang mempunyai tujuan 

yang baik yaitu tujuan rasional atau realistis (rational or realistic), tujuan 

yang jelas (clear) dan berorientasi ke depan (future oriented). 

                                                
20 Intan Fitri Meutia, Analisis Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, 2017. 
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b. Masalah kebijakan merupakan unsur yang penting dalam kebijakan. 

Kesalahan dalam menentukan kebijakan dapat menimbulkan kegagalan total 

dari seluruh proses kebijakan. Masalah kebijakan selalu membutuhkan 

pemecahan masalah berdasarkan solusi. Semakin banyak masalah yang 

dapat dipecahkan dengan solusi berarti kebijakan tersebut mampu 

meminimalkan atau mengatasi masalah. 

c. Tuntutan kebijakan merupakan indikasi dari adanya partisipasi masyarakat 

tentang permasalahan kebijakan. Tuntutan tersebut berupa partisipasi untuk 

mendukung, memberikan tuntutan, melakukan penentangan atau kritik 

tuntutan dari suatu kebijakan harus berpihak kepada perbaikan, 

kesejahteraan dan pencapaian sebuah target. 

d. Dampak atau outcome kebijakan merupakan tujuan lanjutan yang timbul 

sebagai pengaruh dari tercapainya sebuah tujuan. Setiap kebijakan yang 

dikeluarkan selalu menimbulkan dampak atau hasil yang dapat menimbulkan 

pengaruh ganda (multiple effect). Tidak dapat dipungkiri, kebijakan selalu 

memiliki pengaruh apriori dan apresiatif, tergantung efek yang ditimbulkan. 

e. Sarana dan alat kebijakan yaitu bahwa suatu kebijakan yang dilaksanakan 

harus menggunakan sarana. Sarana yang dimaksud tergantung pada 

kebutuhan kebijakan. Sarana tersebut bisa berupa sarana pendukung atau 

sarana yang menghambat terwujudnya suatu kebijakan.21 

 

 

                                                
21 Abidin, Zainal.S, “Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press,” 2008. 
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2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik  

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Jones, dimana implementasi diartikan sebagai “getting the job 

done” dan “doing it”. Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti 

bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat 

dilakukan dengan mudah.22 Lain halnya dengan Implementasi kebijakan baik 

buruknya akan sangat dipengaruhi oleh perilaku para pelaksana kebijakan. Namun 

implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh pelaksanaan proses 

pembuatan kebijakan. Abdul Wahab mengemukakan: “Implementasi Kebijakan 

merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada 

pembuatan kebijakan.23 

      Kebijakan-kebijakan akan sekadar berupa impian atau rencana yang tersimpan 

dalam arsip apabila tidak diimplementasikan. Dalam implementasi terhadap sebuah 

kebijakan merupakan tahapan suatu yang sangat penting, karena tahapan ini dapat 

menentukan keberhasilan dari sebuah kebijakan. Sehingga tahapan 

implementasinya memerlukan persiapan yang matang. Hakikat utama 

implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah 

kebijakan diputuskan, sebagai output kebijakan publik biasanya dalam bentuk 

konkrit yaitu seperti dokumen, Gedung, jalan, manusia. Sedangkan dalam bentuk 

outcomenya adalah adanya rumusan target-target, tercapainya kesepahaman antara 

pemerintah dan masyarakat atau Lembaga masyarakat. Sedangkan benefitnya 

                                                
22 charles o Jones, “Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.,” 1996. 
23 Solichin Abdul Wahab, “Evaluasi Kebijakan Publik. Penerbit FIAUNIBRAW Dan IKIP 

Malang,” 1997, 64–65. 
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beragam wujudnya dan dampak atau impact yaitu baik yang diinginkan maupun 

yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok. 

      Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan kebijakan yang 

kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam 

implementasinya. Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan 

anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, 

yaitu:  

a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat 

beberapa peraturan perundang undangan atau kebijakan publik yang bersifat 

kurang mengikat individu-individu; 

b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan 

dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau 

bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah; 

c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya 

anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu 

atau denga jalan melawan hukum; 

d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang 

mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber 

ketidakpatuhan orang pada hokum atau kebijakan publik; 

e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan 

system nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok 

tertentu dalam masyarakat.24 

                                                
24 Bambang sunggono, “Hukum Dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.,” 1994. 
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Kegagalan implementasi kebijakan publik berkaitan dengan: 

1. Perencanaan implementasi yang kurang tepat. 

2. Kompetensi dan komitmen SDM yang rendah  

3. Sarana dan dana yang kurang memadai  

4. Sistem informasi dan komunikasi yang kurang memadai  

5. Kurang optimalnya fungsi pengawasan. 

      Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan secara 

terencana, konsisten dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota 

masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sabagai anggota 

masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara. 

Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan 

pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.25 

2.2.3 Konsep Sertifikasi Tanah 

      Sertifikasi tanah adalah proses pemberian sertifikat oleh pemerintah sebagai 

bukti hukum atas kepemilikan atau hak atas suatu bidang tanah. Sertifikasi tanah 

ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat informasi mengenai pemilik 

tanah, batas-batas tanah, dan status hukum tanah tersebut. Proses sertifikasi tanah 

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi sengketa tanah, dan 

memfasilitasi penggunaan tanah sebagai jaminan dalam transaksi ekonomi.  

Sertifikasi tanah ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang memliki otoritas dan 

kredibilitas untuk melakukan evaluasi dan memverifikasi bahwa sesuatu telah 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

                                                
25 Joko Pramono, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik, 2020. 
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      Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

menyatakan “sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang 

ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.26 

      Data fisik yang dimaksud yaitu letak tanah, batas bidang-bidang tanah, luas 

tanah serta keterangan mengenai adanya bangunan. Lalu data yuridis yaitu 

keterangan mengenai status hukum tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain 

serta beban lainnya. Kemudian untuk Sertipikat tanah hak milik perorangan ini 

hanya bisa diberikan kepada pemilik yang namanya tercantum dalam buku tanah. 

      Fungsi sertifikat secara umum yaitu untuk menjamin kepastian hukum. 

Sertifikat menjadi tanda bukti hak yang kuat, karena di dalam sertipikat terkandung 

data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan data pada buku tanah dan surat ukur. 

Oleh karena itu sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bagi seseorang 

atau badan hukum sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah.  

      Untuk memperoleh sebuah sertifikat tanah hak milik Perorangan, hal pertama 

yang dilakukan yaitu melaksanakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah 

merupakan rangkaian atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang 

rangkaian kegiatannya terdiri dari pengumpulan, pengolahan pembukuan dan 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai 

                                                
26 “Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 

Bab IV, Bagian Keempat, Pasal 32,” n.d. 
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bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya, sebagaimana yang tertera pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.27 

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang konsep sertifikasi tanah: 

1. Tujuan Sertifikasi Tanah: 

a. Sertifikasi bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen 

atau pengguna bahwa produk, proses, atau layanan telah memenuhi 

standar tertentu yang telah ditetapkan. 

b. Sertifikasi juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, keandalan, 

dan kredibilitas produk atau layanan yang disertifikasi di pasar. 

c. Sertifikasi dapat membantu mengurangi risiko bagi konsumen dan 

pengguna, dengan memberikan jaminan bahwa produk atau layanan 

telah melalui evaluasi independen. 

d. Sertifikasi juga dapat membantu produsen atau penyedia layanan dalam 

memenuhi persyaratan pasar, meningkatkan reputasi, dan memperluas 

pangsa pasar mereka.28 

2. Proses Sertifikasi Tanah: 

a. Proses sertifikasi melibatkan beberapa langkah, mulai dari pengajuan 

permohonan sertifikasi hingga penerbitan sertifikat. 

b. Langkah-langkah dalam proses sertifikasi dapat mencakup 

pengumpulan dan peninjauan dokumen, audit atau inspeksi lapangan, 

pengujian laboratorium, serta evaluasi terhadap kinerja atau kepatuhan 

produk atau layanan. 

c. Lembaga sertifikasi bertanggung jawab untuk menilai kepatuhan 

terhadap standar yang ditetapkan dan mengeluarkan sertifikat setelah 

verifikasi.29 

3. Jenis Sertifikasi Tanah: 

a. Ada berbagai jenis sertifikasi, termasuk sertifikasi produk, sertifikasi 

sistem manajemen (misalnya ISO 9001 untuk manajemen mutu), 

sertifikasi layanan, dan sertifikasi personel atau profesional. 

b. Setiap jenis sertifikasi memiliki kriteria dan persyaratan yang berbeda, 

sesuai dengan bidang dan tujuan sertifikasi tersebut.30 

                                                
27 “Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 

Bab I, Pasal 1,” . 
28 Joreskog, K. G. (1971). Statistical Analysis of Sets of Congeneric Tests. Psychometrika, 36(2), 

109-133. 
29 Yu, L., Bian, Y., Wang, J., Su, Z., & Wang, H. (2012). Rapid Determination of Six Phthalate 

Esters in Plastic Food Contact Materials by Microwave-assisted Extraction and GC-MS. 

Chromatographia, 75(11-12), 629-634. 25/03/2024 
30 Haukoos, J. S., Witt, G., & Colorafi, K. (2015). Mixed-Methods Data Collection Strategies to 

Evaluate a Statewide Training Initiative: Findings From the Colorado Youth Mental Health First 

Aid Case Study. Journal of Public Health Management and Practice, 21(Supplement), S56-S65. 
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4. Manfaat Sertifikasi: 

a. Sertifikasi memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk 

produsen, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum. 

b. Bagi produsen, sertifikasi dapat meningkatkan reputasi, memenuhi 

persyaratan pasar, dan meningkatkan akses ke pasar global. 

c. Bagi konsumen, sertifikasi memberikan jaminan kualitas, keamanan, 

dan kepatuhan terhadap standar. 

d. Bagi pemerintah, sertifikasi dapat digunakan untuk mengatur pasar dan 

memastikan perlindungan konsumen serta kepatuhan terhadap 

regulasi.31 

 

5. Tantangan dalam Sertifikasi: 

Meskipun sertifikasi memiliki banyak manfaat, ada juga beberapa tantangan 

yang terkait, seperti biaya sertifikasi, kompleksitas proses, keberagaman 

standar, dan kepercayaan terhadap lembaga sertifikasi yang dapat 

bervariasi.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Duffy, J. (2009). Beyond the Full-Time versus Part-Time Dichotomy? Rethinking Laborscapes 

and Struggles in the Education Industry. International Labor and Working-Class History, 75, 1-25 
32 Dulebohn, J. H., Bommer, W. H., Liden, R. C., Brouer, R. L., & Ferris, G. R. (2012). A Meta-

analysis of Antecedents and Consequences of Leader-Member Exchange: Integrating the Past with 

an Eye toward the Future. Journal of Management, 38(6), 1715-1759 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang digunakan untuk merencanakan, 

dan menganalisis sebuah penelitian. Berdasarkan tinjauan diteliti penelitian 

terdahulu, landasan teori, dan permasalahan yang sudah dijelaskan, berikut adalah 

model kerangka berpikir dari penelitian yang hendak diteliti: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah menjadi Hak 

Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie  

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah 

 

 

Implementasi kebijakan 

Publik : 

1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Disposisi (sikap) 

4. Struktur organisasi  

 

Faktor Penghambat :  

1. Ketidak mampuan 

finansial 

2. Kurangnya sistem 

informasi dan 

komunikasi  

 

 

Untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan kebijakan 

pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik 

perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie. 
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Peneliti memilih judul “Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Menjadi 

Hak Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie” dengan 

menggunakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah dalam 

sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada kantor pertanahan kabupaten 

Pidie. Penekanan pada analisis faktor-faktor penghambat memberi kesempatan 

untuk menyelidiki tantangan yang dihadapi upaya sertifikasi tanah tersebut, 

sementara hasil penyelidikan terhadap strategi peningkatan efektifitas memberikan 

wawasan tentang cara mengatasi hambatan tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan 

dan menjelaskan karakteristik data yang berbeda-beda dengan tujuan untuk 

memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai subjek sehingga pembaca 

dapat memperoleh informasi lebih banyak. Data kualitatif adalah data yang berupa 

kata, kalimat, Gambar dan bagan. Penelitian deskriptif merupakan suatu proses 

untuk memperoleh data sebagaimana adanya dalam kondisi tertentu sehingga 

hasilnya lebih menekankan pada maknanya.  

3.2 Fokus Penelitian  

1. Sertifikasi Tanah Hak Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pidie dengan dimensi dan indikator sebagai berikut; 

Table 3.1 pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi 

hak milik perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie: 

No                 Dimensi             Indikator 

  1.  Implementasi Kebijakan 

Publik  

a. Komunikasi 

b. Sumber daya 

c. Disposisi 

d. Struktur birokrasi 

Sumber :  Goerge C Edward III (1980) 



29 
 

 
 

2. faktor hambatan yang memengaruhi pengurusan sertifikat tanah hak milik 

Perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie :  

Tabel : 3.2 faktor hambatan dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik 

Perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie : 

No          Dimensi       Indikator 

  1.  Hambatan  a. Ketidakmampuan finansial 

b. Kurangnya sistem informasi 

dan komunikasi 

Sumber : Joko Pramono 2020 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie. 

Penelitian ini dimulai sejak bulan Februari sampai dengan Juli dalam upaya 

mengumpulkan data yang memperkuat penelitian ini.  

3.4 Sumber Data 

1) Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung 

ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap terkait masalah 

yang diteliti dan dilakukan melalui informan dan jurnal. Menurut data 

primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengukuran atau alat 
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pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari.33 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang peroleh melalui pihak lain, yang diperoleh 

secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber yang ada yang sudah 

tersediakan dalam bentuk jurnal, catatan atau dokumentasi, laporan, dan lain 

sebagainya. Menurut indriantoro dan supomo data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara.34  

3.5 Informan Penelitian 

No              Informan  Jumlah 

  1. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pidie 

      1  

  2. Asisten Surveyor Kadaster Kantor Pertanahan Kabupaten       1 

  3. Tokoh Adat       1 

  3.   Masyarakat       3 

 Jumlah        6 

Tabel 3.5 Daftar informan penelitian 

 3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian, peneliti bisa 

menggunakan berbagai jenis teknik pengumpulan data, tergantung teknik mana 

yang sesuai dengan jenis penelitian dan juga pencarian sumber datanya. Dalam 

                                                
33 Azwar, Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 
34 Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk 

Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE. 
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memilih teknik pengumpulan data, tentu ada beberapa teknik yang harus dilakukan 

untuk meminimalisasi adanya hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi 

selama penelitian berlangsung. Sehingga teknik yang dipilih juga harus tepat dan 

berlangsung secara sistematis.  

a. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

mengumpulkan informasi dari orang yang diwawancarai. Penulis melakukan 

wawancara dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan terkait 

topik penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam wawancara yaitu buku, 

pulpen, dan handphone. 

b. Observasi  

Observasi adalah proses mengumpulkan data dengan mengamati dan 

mencatat fenomena atau perilaku yang dilihat secara langsung. Agar 

informasi dan data yang diperoleh lebih akurat dan sistematis, peneliti harus 

melakukan observasi di lokasi yang ingin diteliti. Dalam pelaksanaan 

observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung di beberapa area yang 

telah ditentukan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian mengacu pada proses pencatatan dan 

merekam data,temuan, dan prosedur. Proses ini mencakup penyimpanan dan 

pengarsipan dokumen penting seperti catatan lapangan, transkip wawancara, 

gambar dan materi yang terkait dengan penelitian lainnya. 
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3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Penelitian ini uji keabsahan data melalui uji kredibilitas (credibility). 

Credibility dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa 

istrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya. Moleong menyebutkan triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.35 Dalam teknik 

pengujian in dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu sebagai 

berikut: 

1) Triangulasi Sumber 

Peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau 

partisipan lain, Pada prinsipnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik 

hasilnya. 

2) Triangulasi Metode 

Triangulasi metode in merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau 

menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian. 

3) Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu ini melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain 

yang berbeda. 

                                                
35 Moleong,Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda, 2010. hal 330 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pidie 

      Pidie adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota 

kabupaten ini berada di kecamatan Kota Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten 

dengan jumlah penduduk terbesar kedua di provinsi Aceh setelah kabupaten Aceh 

Utara. Jumlah penduduk Pidie pada akhir tahun 2023 sebanyak 444.898 jiwa, 

dengan kepadatan 181 jiwa/km2.36 

      Kabupaten Pidie memiliki 23 kecamatan dan 730 gampong dengan kode pos 

24115-24186 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per 

tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 378.278 (dari penduduk seluruh 

provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 183.675 pria dan 

194.603 wanita (rasio 94,38). Dengan luas daerah 316.924 ha (dibanding luas 

seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini 

adalah 133 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²).37 

Batas wilayah kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:  

Utara : Selat Malaka 

Timur : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen,Kabupaten Aceh Tengah 

Selatan : Kabupaten Aceh Barat 

Barat : Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya 

 

                                                
36 Dukcapil.kemendagri.go.id. 
37 “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan Dari 

Versi Asli Tanggal 2019-09-19. Diakses Tanggal 13 Juni 2024,” n.d. 
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4.2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie 

 
Gambar 4.1 Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie 

 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 

adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan 

pertanahan dan tata ruang. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie merupakan unit 

pelaksana teknis di bawah ATR/BPN yang bertugas melaksanakan pelayanan 

pertanahan di wilayah Kabupaten Pidie. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie 

mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 

a. Visi 

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan 

Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: 

"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong" 
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b. Misi 

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang 

Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan; 

2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang 

Berstandar Dunia. 

c. Moto 

Melayani, Profesional, Terpercaya 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE  

 
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie 
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4.3 Hasil Penelitian  

4.3.1 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi tanah menjadi hak 

milik perorangan  

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 

tanah ditentukan bahwa : 

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi 

pengumpulan, pengelolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-

bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat 

sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya”.38 

      Proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan merupakan suatu 

mekanisme yang kompleks dan terstruktur di Indonesia, di mana tanah yang 

sebelumnya diakui berdasarkan penggunaan atau kepemilikan tidak formal diubah 

statusnya menjadi hak milik individu yang diakui secara resmi oleh negara. 

      Proses ini dimulai ketika pemilik atau pemohon tanah mengajukan permohonan 

sertifikasi ke kantor pertanahan. Pemilik tanah  kemudian dapat mengajukan 

permohonan sertifikasi ke Kantor Pertanahan setempat. Permohonan ini harus 

disertai dengan berbagai dokumen yang diperlukan, seperti bukti pengakuan tanah, 

peta tanah, dan identitas pemohon. Kantor Pertanahan akan melakukan verifikasi 

atas dokumen yang diajukan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan 

dokumen tersebut. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa semua 

persyaratan administrasi telah terpenuhi. 

                                                
38 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 
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      Setelah permohonan diterima, kantor pertanahan melakukan verifikasi 

lapangan. Tim dari kantor pertanahan akan melakukan survey untuk memverifikasi 

data fisik tanah, termasuk batas-batas tanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa informasi yang diajukan dalam permohonan sertifikasi adalah akurat dan 

sesuai dengan kondisi di lapangan. 

      Setelah verifikasi lapangan selesai, data yang terkumpul akan di proses 

administratif. Ini termasuk penyusunan dokumen-dokumen seperti peta tanah yang 

mencantumkan batas-batas tanah yang telah disurvey, laporan hasil survey, dan 

formulir aplikasi sertifikasi.  

      Selanjutnya, sertifikat hak milik akan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan 

diserahkan kepada pemohon. Sertifikat ini merupakan bukti sah kepemilikan tanah 

dan memberikan hak-hak penuh kepada pemilik untuk menggunakan, mengalihkan, 

atau menjaminkan tanah tersebut. Penerbitan dan penyerahan sertifikat ini 

merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum kepada pemilik 

tanah. 

      Akhirnya, sertifikat yang telah diterbitkan harus diregistrasi ke dalam sistem 

pertanahan nasional. Registrasi ini penting untuk memastikan bahwa data 

kepemilikan tanah tercatat secara resmi di dalam database nasional, yang menjaga 

integritas dan akurasi data pertanahan di Indonesia. Registrasi ini adalah langkah 

penting untuk memastikan kepastian hukum jangka panjang bagi pemilik tanah. 

      Secara keseluruhan, proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan tidak 

hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah tetapi juga meningkatkan 



38 

 

 
 

nilai ekonomi tanah tersebut dan memfasilitasi akses ke berbagai layanan keuangan 

dan investasi.39 

      Untuk menjawab rumusan permasalahan pertama pada penelitian ini yaitu 

bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak 

milik perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie 

a. Komunikasi  

Komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi selama proses 

pembuatan kebijakan, antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, 

dan masyarakat umum yang dapat memfasilitasi implementasi yang sukses. 

Komunikasi kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik 

perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan :  

“Pemerintah Kabupaten Pidie telah menggunakan berbagai sarana 

untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kami melakukan sosialisasi 

melalui pertemuan publik di desa-desa, serta menggunakan media 

sosial dan website resmi untuk memberikan informasi yang terbaru dan 

memperbarui perkembangan terkait ini. Namun masih ada juga 

masyarakat yang belum memahami proses, persyaratan dan manfaat 

dari sertifikasi tersebut.”40 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator 

Kelompok Substansi  Keuangan dan BMN : 

“Pemerintah Kabupaten Pidie telah menggunakan beragam 

komunikasi dengan masyarakat mengenai sertifikasi. Kami melakukan 

pertemuan langsung di berbagai desa untuk menyampaikan informasi 

                                                
39 Hasil observasi penelitian tanggal 24/06/2024 
40 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi pengadaan dan 

Pengembangan Kantor Pertanahan Pidie Pada Tanggal 24/06/2024 
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kepada warga serta platform media sosial untuk menyebarkan 

informasi kebijakan sertifikasi tanah.”41 

Sementara itu, pada proses wawancara yang dilakukan dengan Bapak I, 

dimana mengemukakan bahwa : 

“Pemerintah turun langsung ke perdesaan untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat.”42 

 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tokoh adat 

dengan mengemukakan :  

“ Pemerintah telah melakukan upaya yang cukup baik dalam 

menyampaikan informasi mengenai sertifikasi ini. Mereka juga 

melibatkan masyarakat dalam setiap bersosialisasi.”43 

 

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala 

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai strategi komunikasi 

yang efektif untuk memastikan bahwa semus pemilik tanah memahami 

proses dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi 

tersebut, sebagai berikut : 

“Alhamdulillah iya, pemerintah daerah itu bekerjasama dengan BPN 

dalam hal komunikasi secara verbal dan non verbal contohnya itu 

seperti kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terstruktur satu 

desa, semuanya kita ukur, semuanya kita buat sertifikat kalau memang 

masyarakat yang berminat.”44 

 

Pemerintah daerah itu bekerja sama dengan BPN dalam hal komunikasi 

secara verbal dan non verbal. komunikasi secara verbal termasuk pertukaran 

informasi menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, seperti 

berbicara dan menulis. Sedangkan komunikasi non verbal termasuk 

komunikasi tanpa kata-kata, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak 

                                                
41 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
42 Hasil wawancara dengan Bapak A sebagai masyarakat Kabupaten Pidie pada tanggal 

24/06/2024 
43 Hasil wawancara dengan Bapak R sebagai Tokoh Adat (tuha peut) Kabupaten Pidie pada 

tanggal 25/06/2024 
44 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan 

Pengembangan Kantor Pertanahan Pidie Pada tanggal 24/06/2024 
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mata dan intonasi suara, keduanya sering digunakan bersama untuk 

menyampaikan pesan secara lengkap dan jelas. 

 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN : 

“Iya, pemerintah mempunyai strategi komunikasi yang efektif untuk 

memastikan pemilik tanah dapat memahami proses dan persyaratan 

sertifikasi. Hal ini mencakup penyuluhan langsung, serta 

pemberdayaan tanah sebagai perantara. Strategi-strategi ini dapat 

membantu mengedukasi masyarakat secara efektif.”45 

 

Sementara itu hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Y 

sebagai masyarakat Kabupaten Pidie, mengatakan bahwa :  

“Iya, Strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui 

media sosial dan beberapa baliho mencakupi kebutuhan pemahaman 

masyarakat.”46 

 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai pemerintah menggunakan 

berbagai saluran komunikasi, yaitu media sosial seperti Instagram, youtube, 

facebook, adapun media lain yang digunakan dalam menyampaikan 

informasi seperti brosur, pertemuan masyarakat, atau kampanye informasi, 

untuk mencapai berbagai kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh 

kebijakan sertifikasi tanah, sebagai berikut :  

“ Iya pemerintah  menggunakan berbagai sarana komunikasi melalui 

sosial media serta memasang baliho-baliho, selanjutnya kita juga 

melakukan sosialisasi didesa dengan cara mengundang masyarakat 

ditempat umum biasanya seperti menasah, setelah itu kita juga door to 

door di beberapa desa.”47 

 

                                                
45 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
46 Hasil wawancara dengan Ibu Y sebagai masyarakat Kabupaten Pidie pada tanggal 24/06/2024 
47 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan 

pengembangan 24/ 06/2024 
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Kemudian hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan Bapak I 

sebagai masyarakat Kabupaten Pidie : 

“Iya, pemerintah sudah menggunakan berbagai sarana/strategi 

komunikasi”48 

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak 

R sebagai Tokoh Adat Kabupaten Pidie : 

“ Iya pemerintah juga menggunakan media sosial, memasang beberapa 

baliho serta mengadakan penyuluhan dan sosialisasi langsung di desa-

desa. 

Berikut adalah beberapa dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti 

dalam proses observasi  

 
Gambar 4.3 Sosialisasi kegiatan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie 

                                                
48 Hasil wawancara dengan Bapak I sebagai masyarakat Kabupaten Pidie Pada tanggal 24/06/2024 



42 

 

 
 

 
Gambar 4.4 Kantor pertanahan Kabupaten Pidie adakan  

sosialisasi ke kepala desa 

sumber : Kantor pertanahan Kabupaten Pidie 

 
Gambar 4.5 Penyuluhan ke desa-desa di Kabupaten Pidie 

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie 

 

      Komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie 

belum berjalan dengan cukup efektif meskipun telah menggunakan berbagai 
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sarana komunikasi, termasuk pertemuan publik, media sosial, website, 

baliho, dan sosialisasi langsung di desa-desa untuk menyampaikan informasi 

tentang kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan. Meskipun 

upaya ini melibatkan kerjasama dengan BPN untuk memastikan semua 

pemilik tanah memahami proses dan persyaratan yang diperlukan.  

      Respon dari masyarakat dan tokoh adat menunjukkan pengakuan 

terhadap upaya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menjelaskan dan melibatkan mereka dalam proses kebijakan tersebut. 

Namun, masih ada  sebagian masyarakat yang perlu lebih banyak bantuan 

dan pendekatan yang lebih untuk dapat sepenuhnya memahami dan 

mendukung kebijakan sertifikasi tanah. Diperlukan terus menerus evaluasi 

dan penyesuaian strategi komunikasi untuk memastikan bahwa informasi 

yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang 

terlibat.  

b. Sumber daya 

Sumber daya kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak 

milik perorangan pada kantor pertanahan Kabupaten Pidie mencakup 

beberapa aspek penting yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan 

untuk mendukung keseluruhan proses sertifikasi, sumber daya teknis untuk 

memastikan pengukuran tanah yang dilakukan dengan benar, infrastruktur 

hukum yang dimana mencakup aturan dan ketentuan yang jelas untuk 

menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan timbul selama proses 

sertifikasi. Kombinasi berbagai sumber daya ini sangat penting untuk 
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memastikan bahwa proses sertifikasi tanah berjalan dan mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

      Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai kantor 

pertanahan telah menyediakan sumber daya yang cukup untuk 

melaksanakan sertifikasi tanah, sebagai berikut : 

“ Iya, pemerintah sudah mengelola sumber daya manusia dan teknologi 

yang tersedia agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan 

berkualitas dalam sertifikasi tanah”.49 

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Koordinator kelompok substansi keuangan dan BMN :  

“ Iya, pemerintah sudah menyediakan sumber daya yang cukup 

memadai untuk melaksanakan sertifikasi tanah dikarenakan setiap 

aplikasi yang kita laksanakan sudah terkoneksi secara real”.50  

 

Sumber daya yang memadai dalam kebijakan sertifikasi tanah mencakup 

tenaga kerja terlatih, infrastruktur teknologi yang baik, pendanaan yang 

cukup, dan koordinasi antar instansi yang efektif. Ini memungkinkan proses 

sertifikasi berjalan efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga hak milik 

tanah dapat diakui secara resmi.  

 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu A 

sebagai masyarakat Kabupaten Pidie : 

“ Iya, pemerintah sudah menyediakan sumber daya yang cukup.”51  

 

                                                
49 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan 

pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
50 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
51 Hasil wawancara dengan Ibu Y sebagai Masyarakat Kabupaten Pidie 24/06/2024 
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Dengan sumber daya yang cukup, pemerintah dapat memberikan layanan 

yang lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat, sehingga lebih 

mudah mendapatkan sertifikat. 

      Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Tokoh 

Adat (Tuha Peut) Kabupaten Pidie :  

“ Iya pemerintah sudah menyediakan sumber daya yang cukup 

termasuk dana, dan teknologi untuk melaksanakan sertifikasi tanah”.52 

 

      Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala 

Seksi Pengadaan dan Pengembangan mengenai pemerintah telah 

mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi pelaksanaan 

kebijakan sertifikasi tanah, termasuk untuk pengadaan peralatan dan 

pelatihan bagi petugas pertanahan, sebagai berikut : 

“  Untuk ini pemerintah telah mengalokasi dana untuk pengadaan 

peralatan yang diperlukan seperti perangkat lunak pemetaan yang 

canggih untuk memastikan proses sertifikasi tanah yang benar. Selain 

itu kita telah menyediakan pelatihan yang insentif bagi petugas 

dibidang pertanahan agar mereka memahami teknologi ini dengan baik 

sehingga mereka dapat menerapkan kebijakan pertanahan secara 

efektif.”53 

 Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Koodinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN :  

" Ya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung  

pelaksanan kebikan sertifikasi tanah dengan cukup baik. Angaran 

pengadaan peralatan diperlukan untuk pengukuran dan pemetaan serta 

berbagai program pelatihan bagi petugas. Dengan adanya dukungan ini 

berharap proses sertifikasi tanah dapat berjalan lebih efesien dan 

akurat.”54 

                                                
52 Hasil wawancara dengan Bapak R sebagai Tokoh adat ( tuha peut) Kabupaten Pidie pada 

tanggal 25 juni 2024 
53 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan 

pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
54 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
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      Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan mengenai pemerintah telah 

memperluas jaringan kantor pertanahan atau memperkenalkan layanan 

mobile atau online untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap 

proses sertifikasi tanah, sebagai berikut :  

“ Ya, Pemerintah telah memperluas jaringan kantor pertanahan dan 

juga memperkenalkan layanan mobile serta online (melalui aplikasi: 

“Sentuh Tanahku”, “JDIH”, “Simaun”, “Gistaru”, “Loketku”, “Lapor”, 

“Sipemanah” dan juga website: https://kab-pidie.atrbpn.go.id/) . 

Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses 

layanan sertifikasi tanah. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat 

mengurus sertifikasi tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga 

prosesnya menjadi lebih cepat dan efesian.”55 

 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koodinator 

Kelompok Substansi Keuangan dan BMN : 

“Iya, pemerintah telah melakukan perluasan jaringan dan juga 

meluncurkan layanan mobile serta online. Bertujuan untuk memastikan 

bahwa masyarakat yang tinggal di daerah terpencil bisa dengan mudah 

mengakses layanan sertifikat.”56 

 Sementara hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak I 

sebagai masyarakat Kabupaten Pidie : 

“Iya sudah, sebagai masyarakat kantor pertanahan sudah menyediakan 

pelayanan online (mobile) untuk proses sertifikasi tanah.”57 

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Tokoh 

Adat ( Tuha Peut) Kabupaten Pidie :  

                                                
55 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan 

pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
56 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
57 Hasil wawancara dengan Bapak I sebagai masyarakat Kabupaten Pidie  pada tanggal 

24/06/2024 
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“ Ya Pemerintah telah memperluas jaringan dan juga memperkenalkan 

layanan mobile. Ini sangat membantu masyarakat agar dapat mengurus 

sertifikasi tanah dengan lebih praktis.”58 

 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi 

Pengadaan dan Pengembangan mengenai pemerintah mengelola sumber 

daya manusia dan teknologi yang tersedia agar dapat memberikan layanan 

yang cepat dan berkualitas dalam proses sertifikasi tanah menjadi hak milik 

perorangan, sebagai berikut : 

“ Secara sumber daya manusia itu sudah memadai dikarenakan kita 

setiap aplikasi yang dilaksanakan sudah terkoneksi ke server pusar 

sampai di Kementerian. Apabila ada kendala atau apapun bisa 

langsung dihubungi  ke Kantor Pertanahan.”59 

Sementara hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN : 

“ Pemerintah menggunakan teknologi dan sumber daya manusia untuk 

memastikan layanan sertifikasi tanah cepat dan berkualitas. Aplikasi 

kita ini terhubung langsung ke server pusat, memungkinkan 

pemantauan berkas secara efesien”.60 

 

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu A 

sebagai masyarakat Kabupaten Pidie :  

“Dengan cara mengembangkan aplikasi ataupun website untuk 

sertifikasi tanah .”61 

 

Hasil penelitian menujukkan bahwa peran pemerintah cukup besar dalam  

mengelola sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan penggunaan 

teknologi yang mendukung petugas dalam melakukan sertifikasi tanah 

                                                
58 Hasil wawancara dengan Bapak R sebagai tokoh adat Kabupaten Pidie pada tanggal 25/06/2024 
59 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan 

pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
60 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
61 Hasil wawancara dengan Ibu A sebagai masyarakat Kabupaten Pidie pada tanggal 26/06/2024 
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dengan cepat dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Pidie telah memulai 

implementasi kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah dengan langkah-

langkah seperti perluasan jaringan kantor pertanahan dan pengenalan 

layanan online juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses 

sertifikasi. 

c. Disposition (sikap)  

Disposisi kecederungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan 

kebijakan berperan penting dalam mewujudkan kebijakan sesuai dengan 

tujuan atau sasaran. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh 

dalam kebijakan apabila kebijakan berjalan baik seperti apa yang diinginkan 

oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung 

maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai sikap dan pemahaman 

petugas kantor pertanahan pentingnya sertifikasi tanah, sebagai berikut: 

“ Petugas kantor pertanahan sangat memahami pentingnya sertifikasi 

tanah. Kami menyadari bahwa ini adalah langkah krusial untuk 

memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah dan mendukung 

pembangunan daerah. Oleh karena itu, kami secara rutin memberikan 

pelatihan dan sosialisasi kepada petugas untuk memastikan mereka 

memiliki pengetahuan dan yang keterampilan yang diperlukan dalam 

proses sertifikasi.”62 

 

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN : 

“ Petugas kantor pertanahan sangat memahami betapa penting 

sertifikat tanah. Kami mengakui bahwa sertifikasi ini memberikan 

                                                
62 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan 

Pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
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jaminan bagi pemilik tanah. Kami telah memastikan bahwa sumber 

daya yang diperlukan, termasuk anggaran pelatihan dan teknologi, 

supaya petugas melaksanakan tugas secara efektif.”63 

 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai pemerintah telah 

menetapkan standar etika atau kode perilaku yang jelas bagi petugas 

pertanahan yang terlibat dalam proses sertifikasi, untuk memastikan bahwa 

mereka bertindak dengan integritas dan keadilan, sebagai berikut : 

“ Ya, pemerintah telah menetapkan standar etika dan kode perilaku 

yang jelas bagi petugas pertanahan. Kami juga memastikan bahwa 

setiap petugas memahami dan mematuhi pedoman ini untuk menjamin 

integritas dan keadilan dalam proses sertifikasi tanah.”64 

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh penliti dengan 

Koordinator Kelompok Subtansi Keuangan dan BMN : 

“ Iya, pemerintah telah menetapkan standar etika dan kode perilaku 

yang spesifik untuk petugas pertanahan. Kami juga mengadakan 

pelatihan dan monitoring secara rutin untuk memastikan bahwa mereka 

selalu mengikuti standar tersebut.”65 

 

      Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala 

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai pemerintah 

mendorong partisiapsi aktif masyarakat dalam proses sertifikasi tanah, 

sebagai berikut : 

“Pemerintah mengadakan sosialisasi di desa-desa dan menyerdehanakan 

prosedur administarasi. Kami juga memperkenalkan sistem pendaftaran 

berbasis teknologi dan menyediakan layanan langsung.”66 

                                                
63 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 

 
64 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
65 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024  
66 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
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Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan  

Koordinator Kelompok Subtansi Keuangan dan BMN : 

“ Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai 

cara. Kami juga mengadakan sosialisasi dan penyuluhan langsung di 

desa-desa, melibatkan tokoh dan masyarakat setempat untuk 

menyebarkan informasi tentang pentingnya sertifikasi tanah.”67 

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Tokoh 

Adat ( tuha peut) Kabupaten Pidie : 

“ Pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam proses pengelolaan tanah, seperti melalui musyawarah dan 

survey sosial untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat 

dipertahankan.”68 

 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai pemerintah menangani 

aduan atau sengketa yang mungkin timbul dalam proses sertifikasi tanah 

menjadi hak milik perorangan serta mereka memastikan bahwa penyelesaian 

yang dilakukan secara adail dan transparan dengan mengedepankan 

kepentingan masyarakat, sebagai berikut :  

“ Pemerintah menangani aduan atau sengketa dengan membentuk tim 

khusus untuk verifikasi dan mediasi. Kami juga menyediakan layanan 

pengaduan online dan bekerjasama dengan instansu terkait untuk 

penyelesaian sacara hukum jika diperlukan.”69  

 

Sementara itu, wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator 

Kelompok substansi Keuangan dan BMN : 

                                                
67 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
68 Hasil wawancara dengan Bapak R sebagai Tokoh Adat ( tuha peut) Kabupaten Pidie pada 

tanggal 25/06/2024 
69 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
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“ Untuk menangani aduan atau sengketa kami telah menyediakan 

saluran pengaduan resmi dan tim khusus apabila ada yang kasus yang 

rumit, kami berkoordinasi dengan lembaga hukum terkait untuk 

penyelesaian yang adil.”70  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap atau disposisi petugas kantor 

pertanahan dalam implementasi kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak 

milik perorangan di Kabupaten Pidie sesuai dengan indikator Edward III. 

Petugas menunjukkan pemahaman yang baik, komitmen yang kuat, 

kepatuhan terhadap etika, serta responsifitas terhadap kebutuhan dan 

partisipasi masyarakat. Ini semua mendukung implementasi kebijakan yang 

efektif dan adil serta memastikan bahwa tujuan dari sertifikasi tanah dapat 

tercapai dengan baik. 

d. Struktur Birokrasi  

Struktur birokrasi membahas peran dan pengaruh lembaga pemerintah 

dalam pembuatan kebijakan. Ini melibatkan analisis struktur organisasi, 

prosedur, dan budaya organisasi yang memengaruhi proses kebijakan, serta 

mekanisme pengawasan dan evaluasi, semuanya berperan penting dalam 

memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasi dengan baik dan 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

      Adapun hasil yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan mengenai waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan, 

sebagai berikut : 

                                                
70 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
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“ Tergantung, kalau kita proses hak milik itu secara aplikasi bisa lebih 

dalam kurun waktu 40 hari sedangkan secara SOP dalam kurun waktu 

kurang lebih dari 30 hari.”71 

 

Sementara dari Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN 

mengemukakan bahwa :  

“ Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses sertifikat itu 

sangat bervariasi tergantung, biasanya proses ini dalam kurun waktu 

kurang lebih dari 30 hari.”72 

 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Seksi 

Pengadaan mengenai dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh pemohon 

untuk mengajukan sertifikasi tanah tersebut, sebagai berikut : 

“ Kalau untuk hak milik itu masyarakat dalam pengajuan permohonan 

harus melampirkan KTP dengan KK terus ada dasar kepemilikannya. 

Contohnya dia punya akte yang asli terus ada bukti perpajakannya, 

PBB, dan PPH. Ada juga formulir permohonan yang harus disiapkan 

oleh pemohonnya. Nanti dilengkapi data-datanya dan juga surat 

pernyataan atau surat keterangan dari desa yang menguatkan bahwa 

bidang itu memang dikuasai.”73 

 

Berikut adalah dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam 

proses observasi  

                                                
71 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
72 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
73 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
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Gambar 4.6 Bagan alir proses konversi, pengakuan dan penegasan hak  

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Tahun 2022 

 

Berdasarkan wawancara di atas, indikator Edward III cukup lengkap dalam 

konteks struktur birokrasi. Ada informasi yang jelas tentang proses dan 

persyaratan, serta sikap pelaksana yang kooperatif, menunjukkan bahwa 

birokrasi berfungsi dengan baik untuk mendukung implementasi kebijakan 

sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan. 
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4.3.2 Faktor penghambat Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah 

Menjadi Hak Milik Perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie 

Berdasarkan rumusan masalah kedua yang diteliti, maka didapatkan beberapa 

faktor penghambat dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik Perorangan pada 

Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie yang dijelaskan sebagai berikut :  

a. Ketidakmampuan finansial masyarakat 

Ketidakmampuan finansial masyarakat merupakan faktor yang signifikan 

dalam menghambat kebijakan pemerintah terkait sertifiaksi tanah menjadi 

hak milik perorangan. Hal ini terjadi karena proses sertifikasi tanah 

melibatkan biaya yang tidak sedikit, termasuk biaya administrasi, 

pengukuran, verifikasi dokumen, dan proses hukum yang memerlukan dana 

tambahan. Masyarakat yang umumnya berpenghasilan rendah sering kali 

tidak mampu membiayai biaya ini sendiri. 

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yang menyatakan 

bahwa :  

“Masyarakat umumnya mengandalkan mata pencaharian tradisional 

dengan pendapatan terbatas, sehingga mereka sulit untuk membiayai 

biaya tersebut sendiri. Selain itu menyebabkan mereka menjadi 

ketergantungan pada bantuan pemerintah untuk dapat mengurus 

sertifikasi tanah mereka. Tapi, sumber bantuan ini tidak selalu 

konsisten atau mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan 

sertifikasi tanah diberbagai daerah.”74 

 

                                                
74 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
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Hal sama juga disampaikan juga oleh Koordinator Kelompok Substansi 

Keuangan dan BMN dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

berikut :  

“Ketidakmampuan finansial masyarakat mempengaruhi sertifikasi 

tanah karena administrasi dan pengukuran yang tinggi sering melebihi 

ketidakmampuan finasial mereka.”75 

Akses terbatas mereka kelembaga keuangan yang dapat memberikan 

pinjaman atau dukungan keuangan untuk biaya sertifikasi juga menjadi 

kendala. Lembaga keuangan sering kali tidak memberikan pinjaman kepada 

masyarakat karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat 

untuk mengembalikan pinjaman. 

      Ketergantungan pada bantuan dari pemerintah juga sering menjadi satu-

satunya jalan bagi masyarakat untuk dapat mengurus sertifikasi tanah 

mereka. Namun sumber bantuan ini tidak selalu konsisten ataun mencukupi 

untuk memenuhi semua kebutuhan sertifikasi tanah diberbagai daerah. 

                                                
75 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
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JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  PAJAK 

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL 
 
 
 

No JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 

I. PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN 

 
A. Pelayanan Survei 

 
1. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman 

atau Pertanian 

 
2. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha 

 
B. Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas 

Wilayah 

 
C. Pelayanan Pemetaan 

 
1. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai 

Ekonomi Kawasan Skala 1:10.000 

 
2. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai 

Ekonomi Kawasan Skala 1:25.000 

 
3. Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500 

   

  

per bidang 

 

Rp 

 

450.000,00 

  
per bidang 

 
Rp 

 
600.000,00 

 
per tugu Rp 3.500.000,00 

  

 
per hektar 

 

 
Rp 

 

 
25.000,00 

  
per hektar 

 
Rp 

 
5.000,00 

  
per bidang 

 
Rp 

 
75.000,00 
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No JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 

 
4. Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk 

Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 

 
5. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 

 
6. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1 : 25.000 

 
D. Pelayanan Pembuatan Peta Dasar 

 
1. Pembuatan Peta  Foto  Skala  1:1.000  (minimal 

1.000 hektar) 

 
2. Penambahan Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 

seluas 500 Hektar dan kelipatannya 

 
3. Pembuatan Peta  Citra  Skala  1:2.500  (minimal 

10.000 hektar) 

 
4. Pembuatan Peta Garis Skala 1:1.000 (minimal 

100 hektar) 

 
5. Pembuatan Peta Garis Skala 1 : 2.500 (minimal 

100 hektar) 

 

 
PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH 

 
A. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali 

 
1. Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi atau 

Pengakuan Hak 

 
2. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian 

Hak Atas Tanah untuk: 

 
a. Perorangan 

 
b. Badan Hukum 

per bidang Rp 75.000,00 

  
per 

 
hektar 

 
Rp 

 
40.000,00 

 
per hektar Rp 20.000,00 

  

per 

 

hektar 

 

Rp 

 

200.000,00 

  
per 

 
hektar 

 
Rp 

 
150.000,00 

  
per 

 
hektar 

 
Rp 

 
50.000,00 

  
per 

 
hektar 

 
Rp 

 
120.000,00 

  
per 

 
hektar 

 
Rp 

 
100.000,00 

 
 

II. 

    

  

per 

 

bidang 

 

Rp 

 

50.000,00 

  
 

per 

 
 

bidang 

 
 

Rp 

 
 

50.000,00 

 
per bidang Rp 100.000,00 
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No JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 

 
3. Pelayanan Pendaftaran Keputusan perpanjangan 

Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan 

 
4. Pelayanan Pendaftaran Keputusan pembaruan 

Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan 

 
5. Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun 

 
a. Bersubsidi (berdasarkan penetapan 

Kementerian  Perumahan  Rakyat/ 

Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat) 

 
b. Non Subsidi 

 
6. Pelayanan Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas 

Tanah, Ruang Bawah Tanah, dan Ruang Perairan 

 
7. Pendaftaran Perubahan Hak: 

 
a. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi 

Hak Milik 

 
b. Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan 

 
c. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai 

 
d. Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau 

Hak Pakai 

per bidang Rp 50.000,00 

 

per bidang 

 

Rp 

 

50.000,00 

 
 

 
per unit 

 
 

 
Rp 

 
 

 
50.000,00 

 

 
per unit 

 

 
Rp 

 

 
100.000,00 

per bidang Rp 50.000,00 

 

 
per bidang 

 

 
Rp 

 

 
50.000,00 

 
per bidang 

 
Rp 

 
50.000,00 

per bidang Rp 50.000,00 

per bidang Rp 50.000,00 
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Tabel 4.3.2  Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan  Pajak Yang Berlaku Pada 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Sumber : Peraturan Pemeruntah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 
B. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 

 
1. Pelayanan pendaftaran pemindahan/ peralihan 

Hak Atas Tanah untuk Instansi Pemerintah dan 

badan hukum keagamaan dan sosial yang 

penggunaan tanahnya untuk peribadatan, Panti 

Asuhan dan Panti Jompo 

 
2. Pengangkatan Pertama Kali, Pengangkatan 

Kembali, dan Pemindahan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah 

 
3. Perpanjangan masa jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah 

 
4. Penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara 

 
5. Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

 
a. Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

 
b. Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sementara 

 
c. Perubahan data PPAT 

 
d. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPAT 

 
e. Pemberian Cuti/Pemberhentian Sementara 

 
f. Peningkatan Kualitas PPAT 

 
6. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Milik 

 
7. Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan 

[Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT)] dengan Nilai Hak Tanggungan: 

 

 
per bidang 

 

 
Rp 

 

 
50.000,00 

 
 

per orang 

 
 

Rp 

 
 

500.000,00 

 

per orang 

 

Rp 

 

250.000,00 

 
per orang 

 
Rp 

 
250.000,00 

 

 
per orang 

 

 
Rp 

 

 
500.000,00 

per orang Rp 250.000,00 

 
per orang 

 
Rp 

 
100.000,00 

per orang Rp 50.000,00 

per orang Rp 50.000,00 

per orang Rp 2.900.000,00 

per bidang Rp 50.000,00 
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b. Kurangnya sistem informasi dan komunikasi 

      Kurangnya sistem informasi dan komunikasi dalam sertifikasi tanah 

menjadi hak milik perorangan merupakan tantangan yang serius yang dapat 

menghambat proses tersebut. Sistem informasi yang tidak memadai dapat 

menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data, pemetaan tanah, dan 

perekaman informasi yang diperlukan untuk proses sertifikasi. Hal ini dapat 

mengakibatkan atau kesalahan dalam proses dokumen dan informan 

      Selain itu, kurangnya sistem komunikasi yang efektif antara berbagai 

pihak terkait, seperti kantor pertanahan, masyarakat, dan pemangku 

kepentingan kainnya, juga dapat mengambat koordinasi yang diperlukan 

untuk mempercepat proses sertifikasi. Komunikasi yang tidak lancar dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan dalam prosedur, persyaratan, atau lainnya.  

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan yang menyatakan 

bahwa : 

“ Kalau untuk kesalahan administrasi itu udah kita minimalisir, karena 

dalam proses permohonan pendaftaran pembuatan sertifikat itu sudah 

kita sediakan satu petugas yaitu petugas verifikator berkas. Jadi, ada 

yang masyarakat yang datang di verifikasi oleh petugas verifikator dia 

mengecek semua kelengkapannya. Apabila lolos e-kisi dari petugas 

verifikator maka mereka langsung di daftarkan.”76  

 

Hal yang sama disampaikan juga oleh Koordinator Kelompok Substansi 

Keuangan dan BMN dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

berikut : 

                                                
76 Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Afrizal sebagai Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan pada tanggal 24/06/2024 
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“  Sejauh yang kami tahu, kesalahan administrasi kadang-kadang 

terjadi dalam proses sertifikasi tanah. Ini bisa terjadi karena berbagai 

faktor, seperti kelengkapan dokumen yang tidak memadai dari pihak 

pemohon atau mungkin kesalahan dalam pengelohan data di kantor 

pertanahan.”77  

      Kurangnya sistem informasi dan komunikasi dalam proses sertifikasi 

tanah menjadi hak milik perorangan merupakan tantangan signifikan yang 

dapat mempengaruhi efisiensi dan keberhasilan kebijakan tersebut. Tanpa 

sistem informasi yang memadai, terdapat resiko kesalahan dalam 

pengelolaan data dan dokumentasi yang diperlukan untuk sertifikasi tanah. 

4.4 Pembahasan 

       Kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan di 

Kabupaten Pidie merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum 

atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Proses sertifikasi tanah ini dimulai 

dengan identifikasi dan verifikasi tanah. Tanah yang diakui melalui proses ini 

kemudian dapat diajukan untuk sertifikasi tanah oleh pemilik individu. 

      Proses pengajuan permohonan sertifikasi melibatkan beberapa administratif. 

Pemohon harus melengkapi berbagai dokumen, seperti bukti kepemilikan, peta 

tanah, dan surat pernyataan dari kepala desa. Pemerintah daerah dan kantor 

pertanahan berperan penting dalam memfasilitasi proses ini, memberikan 

sosialisasi, bantuan teknis, dan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan 

keabsahan klaim kepemilikan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, sertifikasi 

tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan, mengesahkan status hak milik 

perorangan atas tanah tersebut.   

                                                
77 Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni sebagai Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan 

BMN pada tanggal 24/06/2024 
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4.4.1 Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Sertifikasi Tanah Menjadi 

Hak Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie 

1. Komunikasi 

      Komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Pidie untuk 

menyampaikan informasi tentang proses dan persyaratan sertifikasi tanah masih 

belum efektif. Meskipun telah menggunakan berbagai sarana komunikasi 

seperti pertemuan publik, media sosial, website, baliho, dan sosialisasi langsung 

di desa- desa, tetapi masih diperlukan peningkatan dalam pendekatan 

komunikasi yang lebih efisien dan inklusif.  

2. Sumber daya  

      Pemerintah Kabupaten Pidie telah menyediakan sumber daya yang memadai 

untuk pelaksanaan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan. Pemerintah 

telah melatih tenaga kerja agar dapat memberikan palayanan yang cepat dan 

berkualitas dalam proses sertifikasi tanah. Infrastruktur teknologi yang canggih, 

seperti perangkat lunak pemetaan dan aplikasi yang digunakan untuk 

memastikan pengukuran tanah yang akurat dan proses sertifikasi yang efisien. 

      Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengadaan 

peralatan dan pelatihan bagi petugas pertanahan, sehingga mereka dapat 

memahami dan menggunakan teknologi dengan baik. Aturan dan ketentuan 

yang jelas telah disiapkan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin 

timbul selama proses sertifikasi. Untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerintah 

telah memperluas jaringan kantor pertanahan dan memperkenalkan layanan 

seluler melalui aplikasi seperti “Sentuh Tanahku” dan situs web resmi. Dengan 
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adanya sumber daya yang memadai proses sertifikasi tanah berjalan lebih cepat, 

akurat, transparan dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh sertifikat. 

3. Disposisi (sikap) 

      Sikap dan pemahaman petugas kantor pertanahan Kabupaten Pidie 

mengenai pentingnya sertifikasi tanah sangat positif dan mendukung. Petugas 

tidak hanya memahami pentingnya sertifikasi untuk memberikan kepastian 

hukum bagi pemilik tanah, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan secara rutin. Selain itu, 

pemerintah telah menetapkan standar etika dan kode perilaku yang jelas untuk 

memastikan integritas dan keadilan dalam proses sertifikasi. Partisiapasi 

masyarakat di dorong melalui sosialisasi di desa-desa, penyempurnaan prosedut 

administrasi, dan pengenalan sistem registrasi berbasis web. 

      Pemerintah juga menangani pengaduan dan sengketa secara serius dengan 

membentuk tim khusus untuk verifikasi dan mediasi serta menyediakan sarana 

pengaduan resmi dan layanan pengaduan online. Semua ini menunjukkan 

bahwa sikap dan disposisi pejabat kantor pertanahan sangat mendukung 

penerapan kebijakan sertifikasi tanah yang efektif dan adil. 

4. Struktur Birokrasi 

      Struktur birokrasi dan peran lembaga pemerintah sangat memengaruhi 

proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan di Kabupaten Pidie. 

Terdapat informasi yang jelas mengenai proses dan persyaratan, serta sikap 

yang kooperatif dari pelaksana, menunjukkan bahwa birokrasi berperan efektif 

dalam mendukung implementasi kebijakan sertifikasi tanah. 
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      Proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan memerlukan waktu 

sekitar 30 hingga 40 hari, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kepatuhan 

prosedur. Dokumen yang perlu disiapkan pemohon meliputi KTP, kartu 

keluarga, bukti kepemilikan tanah(akta asli), bukti pembayaran pajak, formulir 

permohonan dan surat pernyataan dari desa yang menguatkan kepemilikan 

tanah. 

      Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk 

mempercepat proses sertifikasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Struktur 

birokrasi yang baik dan pengawasan yang efektif membantu kebijakan 

sertifikasi tanah mencapai tujuannya dengan efisien dan tepat waktu. 

4.4.2  Faktor hambatan yang mempengaruhi pengurusan sertifikat tanah hak 

milik Perorangan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pidie 

1. Ketidakmampuan finansial 

Ketidakmampuan finansial masyarakat menghambat kebijakan sertifikasi tanah 

menjadi hak milik perorangan. Proses sertifikasi tanah memerlukan biaya 

tinggi, termasuk baiaya administrasi, pengukuran, verifikasi dokumen, yang 

sering kali tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Masyarakat umumnya bergantung pada mata pencaharian tradisional dengan 

pendapatan terbatas sering kesulitan membiayai proses sertifikasi tanah. 

      Ketergantungan pada bantuan pemerintah menjadi satu-satunya jalan bagi 

banyak masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah. Namun, bantuin ini terlalu 

konsinten atau mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sertifikasi tanah 
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diberbagai daerah. Upaya untuk mengatasi hambatan finansial ini perlu 

diperkuat agar kebijakan sertifikasi tanah dapat berjalan dengan lebih efektif. 

2. Kurangnya sistem informasi dan komunikasi  

      Salah satu masalah utama dalam kebijakan sertifikasi tanah menjadi milik 

perorangan adalah kurangnya sistem informasi dan komunikasi yang baik. 

Sistem informasi yang kurang memadai bisa membuat sulit mengatur data 

tanah, menetapkan batas tanah dan menyimpan informasi yang diperlukan. Hal 

ini sering kali mengakibatkan kesalahan administrasi dan kendala dalam proses 

dokumen yang penting untuk mendapatkan sertifikasi tanah. 

      Komunikasi yang kurang efektif antara kantor tanah, masyarakat dan pihak 

terkait lainnya dapat memperlambat koordinasi yang diperlukan untuk 

mempercepat proses sertifikasi. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat 

menyebabkan kebingungan mengenai langkah-langkah dan persyaratan yang 

harus di penuhi. 

      Peningkatan sistem informasi dan komunikasi sangat penting untuk 

meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kesalahan dalam kebijakan 

sertifikasi tanah. Upaya ini akan mendukung keberhasilan kebijakan secara 

keseluruhan dan memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah dipahami 

dan adil memperoleh hak milik atas tanah. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

      Kesimpulan penelitian kebijakan pemerintah dalam sertifikasi tanah menjadi 

hak milik perorangan pada kantor pertanahan Kabupaten Pidie adalah sebagai 

berikut : 

1. (1) Komunikasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kabupaten Pidie 

belum cukup efektif meskipun menggunakan berbagai sarana komunikasi 

seperti pertemuan publik, media sosial, website, baliho dan sosialisasi 

langsung di desa-desa. (2) Sumber daya, peran pemerintah cukup besar dalam 

mengelola sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan teknologi yang 

mendukung petugas dalan melakukan sertifikasi tanah. (3) Disposisi atau 

sikap, petugas kantor pertanahan memberikan pemahaman yang baik, 

berkomitmen yang kuat, kepatuhan terhadap etika, dan responsif terhadap 

kebutuhan serta partisipasi masyarakat. (4) Struktur birokrasi, peran 

pemerintah sangat memengaruhi proses sertifikasi yang dimana informasi 

yang dijelas tentang proses dan persyaratan, serta sikap pelaksana yang 

kooperatif menunjukkan bahwa birokrasi berfungsi dengan baik untuk 

mendukung implementasi kebijakan ini. 

2. Adapun faktor penghambat dalam upaya kebijakan pemerintah dalam 

sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan pada kantor pertanahan 

Kabupaten Pidie, (1)  ketidakmampuan finansial, menjadi faktor penghambat 

yang sangat mempengaruhi proses sertifikasi tanah menjadi hak milik 
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perorangan. Biaya administrasi dan pengukuran yang tinggi sering melebihi 

kemampuan finansial mereka. (2) kurangnya sistem informasi dan 

komunikasi yang dimana menjadi tantangan serius yang dapat mempengaruhi 

efisiensi dan keberhasilan kebijakan, tanpa adanya sistem informasi yang 

memadai terjadinya resiko kesalahan dalam pengelolaan data dan 

dokumentasi yang diperlukan untuk sertifikasi tanah.  

5.2 Saran  

Dalam hal  kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan, peneliti 

dapat menyarankan hal-hal berikut : 

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat. 

2. Menyediakan dukungan lebih lanjut kepada masyarakat yang memerlukan 

bantuan dalam memahami dan mengikuti proses sertifikasi tanah.. 

3. Melakukan alokasi dana yang memadai untuk mendukung seluruh proses 

sertifikasi, termasuk pengembangan infrastruktur, dan teknologi.  
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Lampiran 4 

Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana pemerintah melakukan komunikasi dengan masyarakat mengenai 

kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan? 

2. Apakah pemerintah memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan 

bahwa semua pemilik tanah memahami proses dan persyaratan yang diperlukan 

untuk mendapatkan sertifikasi tersebut? 

3. Bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengatasi potensi 

kekhawatiran atau ketidakpercayaan terkait kebijakan ini, serta memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap proses sertifikasi tersebut? 

4. Apakah pemerintah menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media 

sosial, brosur, pertemuan masyarakat, atau kampanye informasi, untuk mencapai 

berbagai kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan sertifikasi tanah ? 

5. Bagaimana pemerintah mengukur efektivitas komunikasi mereka dalam 

menyampaikan informasi tentang kebijakan sertifikasi tanah menjadi hak milik 

perorangan, dan bagaimana mereka merespons umpan balik dari masyarakat terkait 

pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan tersebut? 

6. Apakah kantor pertanahan telah menyediakan sumber daya yang cukup (dana, 

teknologi) untuk melaksanakan sertifikasi tanah ini? 

7. Apakah pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk 

memfasilitasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah ini, termasuk untuk 

pengadaan peralatan dan pelatihan bagi petugas pertanahan 

8. Apakah ada pelatihan khusus untuk petugas kantor pertanahan dalam menangani 

sertifikasi tanah? 

9. Apakah pemerintah telah memperluas jaringan kantor pertanahan atau 

memperkenalkan layanan mobile atau online untuk meningkatkan aksesibilitas 

masyarakat terhadap proses sertifikasi tanah? 

10. Bagaimana pemerintah mengelola sumber daya manusia dan teknologi yang 

tersedia agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas dalam proses 

sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan? 
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11. Bagaimana sikap dan pemahaman petugas kantor pertanahan mengenai pentingnya 

sertifikasi tanah? 

12. Bagaimana pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

sertifikasi tanah? 

13. Bagaimana pemerintah menangani aduan atau sengketa yang mungkin timbul 

dalam proses sertifikasi tanah menjadi hak milik perorangan? 

14. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah 

menjadi hak milik perorangan? 

15. Apa saja dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon untuk mengajukan 

sertifikasi tanah? 

16. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap proses sertifikasi tanah 

di kantor pertanahan? 

17. Seberapa sering terjadi kesalahan administrasi dalam proses sertifikasi tanah dan 

bagaimana hal ini ditangani? 

18. Bagaimana ketidakmampuan finansial mempengaruhi proses sertifikasi tanah 

menjadi hak milik perorangan oleh masyarakat? 
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Lampiran 5  Dokumentasi Wawancara  

 

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan 

 

 

Wawancara dengan Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN  
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Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Pidie 

 

 

Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Pidie 
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Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Pidie 
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